. BUPATI GORONTALO U’I‘ARA
SR PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
| NOMOR 15~ TAHUN 2022 =
1 TENTANG ]
' PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING |
. KELUARGA DAN DESA CERIA '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbéng . a. 'b%ahwa' percepatan" pembanguné.n dan peningkatan
B kuahtas kesejahteraan kesatuan masyarakat Desa yang
.berbas1s pada tumbuhnya partisipasi aktif/ pra.karsa
masyarakat Desa merupakan pemenuhan atas hak..
konshtusz masyarakat untuk mendapatkan kese_]ahteraan
sebagalmana dlamanatkan dalam Undang—Undang Dasar _
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kebijakan inovatif
Pemermtah Dearah sebageu upaya strategis men(nptakan
_smergitas program dan kegiatan pembangunan Desa yang .'
ber31fat sektoral agar memlhkl daya guna dan hasil guna
yang maksimal, melalul Program Pendampmg Keluarga _'
dan Desa Ceria sebagai pusat smgkromsam harmomsasf
sierta  keterpaduan kegiatan pendampmgan_
| program / keglatan berbasis Desa dan Keluarga; '
c. bahwa untuk memberikan kepastlan hukum dalam rangkal_'
. Pelaksanaan Program Pendampmg Keluarga dan Desa
dlperlukan pengaturan - berupa  pedoman . umum
gelaksanaag program Pendamping. Keluarga dan Desa
Ceria;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu menetaplxan
P(;:raturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pi*ograxn Pendamping Keluarga dan Desa Ceria;

_Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang_

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provmm

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

|

2907 Nomor 13); :
andang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tehtanfg
PEmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili{.
Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana

' telah beberapa kali diubah, terakhn' dengan Undang—_
'Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573}; :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa“ .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

-7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

5495} sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573} 3
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

_Repubhk Indonesla Nomor 5539) sebagalmana telah_

dlubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indone31a

N Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemermtah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tientang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Re_pubh}; '
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

,Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
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Té.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717); |

5. 'Piératuran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 5
té.hun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Nienengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara tahun 2019 nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 241),

f
;
i

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI =~ TENTANG PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING KELUARGA DAN

DESA CERIA.
BAB

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Buﬁati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah K:abupaten Gorontalo Utara.

- Bupati adalah Bﬁpati Gorontalo Utara.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya d1sebut

TKPKD Kabupaten Gorontalo Utara adalah merupakan tim lintas sektor

dan lintas pemangku pemangku kepentingan untuk melakukan
percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dlsmgkat DPMD adalah
perangkat Daerap yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pemberdayaan n?asyarakat dan Desa, |
Kepala Dinas ada?lah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tim Kerja Pendu;kurig Pembangunan Program Prioritas Pemerintah Daerah
selanjutnya disébut TKP5D adalah tim yang dibentuk dari kbmponen
unsur masyarakat tertentu yang bertugas membantu dalam setlap
penyelenggarazm program priocritas pembangunan pemerintah daerah.

Tim Penggeraki Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disejbut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sébagai

mitra kerja perrjlerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang

'berfungsi sebagfai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali' dan

{
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10.

11.
12.
13,
14.
15.

16.

17.

N
penggerak pad:a ‘masing-masing  jenjang pemerintahan  untuk
terlaksananya program PKK. . _ |
Kecamatan. adalah suatu wilayah yang terdm dari desa-desa dldala.m

suatu sistem pemenntahan yang dlpunpm oleh seorang camat dlwdayah

| Daerah

Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordmator
penyelenggaraan pemerintahan dlmlayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya - memperoleh  pelimpahan kewenangan
pemenntahan dan Bupau untuk menangam sebagnan urusan otonon:n-
daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerlntahan |
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentmgan masya.takat
setempat berdasarkan asaluusul adat istiadat setempat yang dlakul dan
dihormati dalam sistem pemenntahan ‘Negara Kesatuan Repubhk
Indonesia. } | | | ;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang

terdiri Pemermtah Desa da.n Badan Permusyawaratan Desa.

Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur

: penyelenggara Pemenntahan Desa. -
‘Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa

‘Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dlsebut BPD adalah lembagél

yang. merupakan Badan Permusyawaratan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi yang . dlbentuk oleh
masyarakat desa yang bukan merupakan bagian dan Pemerintahan Desa
yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. | ' '
Keluarga adalal'lI unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas
kepala keluarga gan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu
tempat di bawahi.suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. l

Ceria adalah E:iri yang menggambarkan kebahagiaan, kebersihaﬁ,

-kesuc1an dan secara akronim merupakan visi yang hendak dicapai dalam

- pemba,ngunan keluar.ga dan Desa yaitu cerdas empatik, ramabh, 1novat1f

18.

i
{

Keluarga Cena’ adalah keluarga yang secara bertahap sanggup

dan amanah.

merencanakan *kebutuhan ekonomi, pendldlkan, kesehatan serta

_ kebutuhan sos1a} lainnya guna mencapai ké'sejahteraan keluarga.
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19,

- 20.

o1,

92,

23.

o o4,
- 95,
" 26.

27,

.masyarakatnya

P
i

Desa Ceria - adalah desa yang secara bertahap mampu mensejahterakan
!-.
Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut RTS adalah masyarakat -
yang terdata dalarn Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) rumah

tangga penenma bantuan sosial dan rumah tangga penerima manfaat

“kegiatan pemberdayaan masyarakat

Khmk Desa Cena yang selanjutnya dlsebut KDC adalah lembaga yang_
berbentuk sekretanat di tingkat Kecamatan, yang berfung31 sebagai pusat
penyehatan dan inkubator percepatdn penanggulangan kemiskinan dan

. peningkatan kese_]ahteraan masyarakat, pengembangan sistim data' _

kemLSkman dan kesejahteraan berbasis elektromk -sekaligus sebagal
forum komun1kas1 seluruh- poten31 sumber daya pendampmg
program/ keglatan lintas sektor ' '
Pendamplng CERIA adalah tenaga profesional yang dipilih dan diangkat
melalui surat keputusan bupati sebagai pendamping program keluarga
dan desa Cena'yang terdm dari Pendamplng Daerah Pengelola Klmxk
Keluarga dan Desa Ceria dan Pendampmg Keluarga Ceria. |

Pendampm;, Daerah yang selanjutnya disebut PD adalzh tenaga ahli yang -

| bertugas melakukan fas111ta51 supems1 monitoring dan  kegiatan

penguatan kapas1tas program di tingkat Kabupaten.
Pengelola Khmk Keluarga dan Desa Ceria yang selanjutnya dlsebut
PKKDC adalah tenaga profeswnal di tingkat Kecamatan yang bertugas

melakukan fasﬂ1t331 momtormg dan mengolah data Keluarga Cena dan

Desa Ceria di ungkat Kecamatan. - . _ B

Pendamping Keluarga Ceria yang selan_]utnya disebut PKC adalah tenaga

pendamplng profesmnal berbasis Keluarga dan/atau seluruh potensi

- sumber daya tenaga pendamplng lintas sektor di Desa yang mendapatkan

tambahan tugas pendampingan berbasis keluarga di tingkat Desa.
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Tangga yang selan_]utnya-".
dlslngkat RA—PBRT adalah dokumen - perencanaan anggaran dan atau
keuangan berbas1s keluarga yang disusun dalam jangka waktu tertentu

berdasarkan perhltungan pendapatan dan belan_]a riil rumah tangga

_ Program Pendampmg Keluarga dan Desa Ceria yang selanjutnya dlsebut

PKDC adalah program inovatif pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |

untuk memba.ntu ~dan mendorong percepatan penanggulangan
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kemlskman dan penmgkatan kese;ahteraan masyarakat berbasis keluarga
dan desa : ; S S R : i
28. Pendampmg atau Fasﬂltator Program Eintas Sektor adalah semua tenaga
pendampmg yang d1tugaskan atau d1tempatkan di Kabupaten, Kecamatan_
dan Desa yang bertugas mendampingi atau memfasilitasi program yang_'
berorientasi- pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan

_ masyarakat dan desa di Kabupaten Gorontalo Utara.

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

L pasa2 | |
Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud menjadi pedoman bagi
-' ;pemermtah daerah untuk rnelaksanakan tata kelola mana_]emen pembmaan, _

' 'pengendallan, evalua31 pelaporan dan pengembangan program PKDC.

i
\
i

_ P - Pasal 3 : - _
'.'Peratu'ran. Bupéti 1er bertujuan untuk - memberlkan kepastian hukum
pelaksanaan program PKDC dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan
'program PKDC, ' _ _ o
BAE I

. RUANG LINGKUP
~ Pasal 4
| -Ruang lmgkup pengaturan dalam Peraturan Bupau ini meliputi:
pokok kebuakan, Program PKDC;
pelaku Program PKDC

Pendampmg Oena, '

pengangkatan cian pemberhentlan Pendamplng Ceria; |
hak dan kewajlban Pendamplng Ceria;
B pendampmgan RA BPRT dan pemanfaatan bantuan program,

pembmaan, evaluam dan pelaporan; -

P m o op 0 gy

koordinasi dan hubungan antar pihak;

P
le

pengendahan dan pengawasan dan

pendanaan, - E

Bk e
. .
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(1)

(3)

4

(5)

(1)

Pasal 5

_ Program PKDC dﬁaksanakan berdasarkan prinsip:

a. terbuka;

b. membantu; |

c. sinergitas bexjenjang;

d. kecepatan dan ketepatan; dan |

e. keberdayaan dan kemandirian. ' ' ' ‘
Yang dimaksud dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah semua plhak terkait dapat ikutserta dan berpartlslpam
dalam program PKDC guna mencapai tujuan program untuk kepentlngan
pemberdayaan Keluarga dan Desa |
Yang dlmaksud dengan pnn51p membantu sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf! b adalah program PKDC bersifat memperkuat dan
mendorong terwu_]udnya tujuan pemberdayaan Desa dan Keluarga. O
Yang dlmaksud dengan prinsip smergltas berjenjang sebaga1ma.na
dunaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah program PKDC dlselenggarakan
secara berjenjang dengan mengedepankan keterpaduan dan kolaboram
antar pelaku dan/atau tenaga pendampmgan sesuai dengan hngkup
tugas dan kewenangan masmg—masmg ' !
Yang dimaksud | dengan pnn31p kecepatan dan ketepatan sebagamlana
dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah program PKDC harus reakt]i'
progres1f dan tepat sasaran terhadap permasalahan Keluarga dan Desa
dengan tetap mengedepankan aspek kehati- hatlan

Yang dlmaksud dengan prinsip keberdayaan " dan kemandman

_sebagalmana dunaksud pada ayat (1) huruf e adalah program PKDC harus

bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakat atau keluarga dan
Desa, serta - berupaya mengembangkan keberdayaan, menmptakan
kemand1r1an serta menghmdarkan ketergantungan. :
' : BAB IV

P?OKOK KEBIJAKAN PROGRAM PKDC -

Baglan Kesatu
Umum

i
H
i

o : Pasal 6 - j
Dalam rangka penmgkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan

kenuskman di Daerah Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan

program PKDC. ;
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(2)

(2)

1
¢
i-
;
:

Program PKDC beronenta51 pada penguatan pendampingan program'

.keglatan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat pengurangan

beban faktor—faktor penyebab kemiskinan serta upaya memenuhi hak—hak
dasar masyarakat secara Iayak melalui pembangunan inklusif,

berkeadﬂan berkelanjutan dan bermartabat.

< ‘Bagian Kedua
Tu_]uan Fungsx Sasaran, Tahapan Program PKDC

Paragraf 1
Tujuan

- 1 - et e v S e e b

Pasal 7

Tujuan umum program PKDC untuk membangun keluarga CERIA.

TUJuan khusus program PKDC untuk:

a. membenkan penguatan program . keglatan yvang berorientasi

penmgkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemlsklnan d1 Daerah

b. _memfasﬂlta81 penguatan kapasitas masyarakat ‘dalam pengelolaan

dan pemanifaatan bantuan sosial dan Kkegiatan pemberdayaan
- masyarakat isehingga produktif dan befkelanjutan;
c. m_endampinfgi Keluarga dalam menyusun RA-PBRT; |
d. mengolah d’an menganalisis data bantuan sosial dan evaluasi RA-
PBRT; - |

e 'mendorong par’aszpam dan penguata.n peran strategis Keluarga dalam

: .pembangunan Desa guna mencapai tujuan SDG’s Desa;

£ membangur; keluarga dan desa CERIA.

t

| Paragraf 2 |

- Fungsi

Pasal 8

_ Fungm Program fPKDC untuk mensejahterakan RTS yang men_}adl terap1

- berkelanjutan dalam program PKDC dengan cara:

a. pendampmgan dokumen RA-PBRT;

'b. fasilitasi dan pendampmgan pemberdayaan berkelanjutan bagi

penenma bantuan program pemerintah maupun non pemerintah;

Kepala Dinas Kabag Pt Aslssten " Selda Wakll Bupatl
. PuD - Hukum : )

it lg




Sasaran progra.m PKDC adalah RTS

Pelaksanaan Program_ PKDC melalul tahapan:

1.

2.
3.
4

o

“(1) .

dalam llngkungan keluarga dan masyarakat desa;

- perangkat daerah guna mencapal tu_]uan program PKDC;

pengmputan dan pengolahan data RA-PBRT dan RTS penenma bantuan

H

i

;

:pengembangan data Keluarga, khususnya yang menjadl kebutuhan
'dasar ters1nkromnsa.51 dengan organisasi perangkat daerah terkmt :
'mengawal daftar usulan kebutuhan dan hak- hak untuk pemngkatani’

;kesejahteraan dan pemberdayaan RTS dalam perencanaan_

pembangunan Desa rnenjadl usulan prlontas Desa dan Daerah; -

-_'_mengembangkan budaya htera31, peduh lingkungan dan kesehatan

:men_]ahn komumkam dan sinkronisasi program dan data hasﬂ

. Capaian program kegiatan kolaboratlf lintas sektor/organisasi

membentuk forum dan sekretariat antar pelaku dan pendampmg

' '--program hntgs sektor baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Daer_ah.

Paragraf 3
~ Sasaran o '
Pasal 9 '

I
1
i
-
!

Paragraf 4 - 3 o |
Tahapan Pelaksanaan Program PKDC '

Pasal 10

- penyusunan grand desazn program; o | Lo |
rekrutmen pendamplng CERIA
_pelatlhan dan penguatan kapa31tas Pendamping Ceria,

program 5_
pendampmgan RA-PBRT RTS;
. ;Pend_ampmgan bgntuan program RTS;

.Evaluasi dan p_erilgembangan program.

K |

'BAB V
. PELAKU PROGRAM PKDC
1 _. Pasal 11

]
§
i

Pelaku program PKDC terdm atas:

“pelaku inti Program PKDC yaltu yang mengatur tentang kebijakan, )

manajemeni evaluasi dan pengembangan program; dan

[ Kepala Dmu Kabag O k,\msslm I Sekda “Wakit Repati
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(2)

(4)
- Program PKDC., |

(1)

rhgb'p._oc*gnl

- keputusan Bupati

3
i
i
:

i

b. ‘pelaku pendukung Program PKDC yaltu ‘mengatur tentang

_ penyebaran rmformaSI dan penguatan koordinasi serta kolaboram

: program hntas sektor.

.Struktur pelaku 1nt1 Prograin PKDC sebaga_lmana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dan

DPMD; | |

. TKPSD; | o o
D, | |
PKKDC; |

PKC; dan f _

~ Unsur terkalt lamnya

: Struktur pelaku pendukung Program PKDC sebagaimana yang dnnaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. TKPKD; | . R
b, TP-PKK; , _ o . |
c. - Tenaga Ahll atau Pendamping Program Lintas Sektor tingka"t

kabupaten; | |
- d. Cémat' | §

e, Pendampmg Program Lintas Sektor atau Fasﬂltator Program Lintas

sektor tmgkat Kecamatan

. f..;KepalaDesa, L _ S |
- g. Kader atau Fas111tator program lintas sektor tingkat Desa; dan

h. Unsur terkalt lainnya. -
\

RTS sebagai sasaran Program PKDC secara otomatis menjadi pelaku

Ketentuan meng;enai tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaku pfogram
PKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2) dan ayat (3) dan ayat
(4), dijabarkan| melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan

BAB VI
| PENDAMPING CERIA
r " Pasal 12

Pendamping Celi'ia merupakan tenaga profesional yang dipilih melalui

~ seleksi terbuka dan ditetapkan melaluij surat keputusan Bupati.

Kepala Dinas Kabag Rx Asissten E Selda Wakil Bupati
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(2) -Pendamping Cena terdiri dari:
a. PD; |
b. PKKDC; dan ;
e PKC. : |
{3) PD. sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah pahng banyak-
.5 {(lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kabupaten. |
(4) PKKDC sebagalmana dimaksud pada ayat (2} huruf b berjumlah paling
- banyak 5 (lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kecamatan. 1 '
(3} PKC sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berjumlah pahng' '
banyak 2 (dua) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat desa. |
(6) Dalam rnelaksanakan tugasnya PD dan PKKDC dibantu paling banyak 2
(dua) orang staf sekretanat _
: (7) Ketentuan mengenau tugas dan fungs1 Pendamping Ceria sebagalmana'_
| dimaksud pada ayat (2) dijabarkan melalui petunjuk teknis yang
" ditetapkan dengan keputusan Bupati. ]

o BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENDAMPIN G CERIA
. Bagian Kesatu

Pengan gkatan

At B A e

| ‘Pasal 13 |

Pengangkatan Pendampmg Ceria dilakukan mela1u1 mekanisme selek51 terbuka

yang dilaksanakan oleh DPMD. ; _

| Pasal 14 | |

(1} Dalam melaksanékan seleksi, DPMD membentuk Panitia Seleksi.

(2) Jumlah panitia féseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
-banyak berjumléh O (sembilan) orang yang terdiri dari organisasi
| perangkat Daerah terkait, akademisi dan profesional.

(3) ‘Panitia seleksi sebagalmana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan déngan

Keputusan Bupat1 atas usul Kepala Dinas DPMD melalm Sekretaris

‘Daerah. : § = : _ |
. Pasal 15
!
i Kepala Dinay Kabag P‘t.tdsuml .smr. Wakil Bupatl
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_Ketentuan mengenal lmetcude, materi, dan rincian tahapan kegiatan seleksi
terbuka diatur melalul petun_]uk teknis yang deahas bersama oleh pamtla
selek51 dan d1tetapkan oleh Kepala Dinas.
- ‘ - Pasal 16
Panitia seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada Bupati melalm
Kepala Dinas. ‘

{
.
: Pasal 17
Panitia seleksi mene’!capkan hasﬂ akhir seleksi terbuka Pendamping Ceria

~melalui berita acara pgem__atapan.

; Pasal 18
 Panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui media cetak
dan/atau media elektfonik setelah mendapatkan persetujuan Bupati,
| | Pasal 19

Berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, Kepala Dinas ‘mengajukan naskah dinas pengangkatan
Pendamping Ceria kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f Bagian Kedua

E

: ‘Persyaratan

1
L3
3

’ Pasal 20
Calon Pendamplng Cena harus memenuh1 persyaratan umum dan persyaratan

khusus. N ' ' |

| I Pasal 21 | |
(1) Persyaratan umum sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 20, meliputi:
a. warga Negara Republik Indone31a

'b.  sehat]j Jasmam dan rohani;

c.  setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang—
Undang Dasar 1945 dan tidak beridiologi yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; [ .

d. tidak pemah d1_]atuh1 hukuman karena melakukan sesuatu tindak
_ pldana yang diancam dengan pergara/kurungan sekurang-

: kurangnya 5 (hma) tahun;
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(2)

Persyaratan khusus calon Pendamplng Ceria sebagaimana dlrnaksud
" dalam Pasal 20, mellpuu '

- a.

[
tidak berstatus sebagat Aparatur Pemerintahan Desa, Anggota BPD,
Pegawal Negen Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI yang masih aktif; [
tidak berstatus sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan/atau Pegawal
Kontrak ya.ng digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/ atau '
APBD Daeral:l

‘tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik;

dan
tidak pernah terhbat dalam .suatu gerakan yang merongrong

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan khusus PKC:

-1 berdonnsﬂl di wilayah desa berkenaan;

2. berpendlqlkan paling rendah SMA/sederajat;

3. berusia nfiin_imal 20 tahun dan maksirrial 45 tahnn pada saat
pendaftarfén seleksi terbuka; :

4. berpengalaman dalam perencanaan pembangunan desa dan

- keglatan pendampmgan masyarakat desa minimal 1 (satu) tahun; ‘

5. memiliki kemampuan dan keterampﬁan menggunakan Komputer

dan f

6. bersedia menandatangam pakta integritas.

Persyaratan *khusus PKKDC:

1. berdoml_sgl dl_mlayah kecamatan berkenaan;

2. berpéxidiciikan paling rendah DIII (diploma tiga);

3. berusia m1n1ma1 25 tahun dan maksm'lal 45 tahun pada saa|t

| pendaftaran seleksi terbuka; _ !

4. berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan desa

keglatan pendampmgan ‘masyarakat desa dan penginputan dan
pengolahan data minimal 2 (dua) tahun;
5. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer
dan ; _ _
6. bersedia Ifnenandatangani pakta integritas. |
Persyaratan §khusus PD;
1. berdornisiili di wilayah Daerah;
2. berpendi_d:ikan paling rendah S1 (strata satu)/sederajat;
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3. Berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan desa

dan kabupaten

penguatan kapa31tas masyarakat dan pengolahan data minimal 3

(tlga) tahun

pendampingan pemberdayaan masyarakat

4. berusm rmmmal 30 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat

pendaftargn seleksi terbuka; dan

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 22

{1) Pendamping Ceria berhenti karena:

a. meninggal dunia;

. Lo,
b. permintaan sendiri; dan

c. diberhent_ikan%_.

{2) Pemberhentian sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), apabiié:

- a.
b
C.
d
{3) _'_Pemberhentwm sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan '

keputusan Bupatl atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(4) Sa]man keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

_ __berhalangarf tetap;
melanggar pakta integritas;

5. bersedia menandatangani pakta integritas.

tidak memeﬁuhi standar hasil evaluasi kinerja; dan

T

melakukan tmdak pidana yang diancam dengan pidana mlmmal S

(lima) tahun

dlsampalkan kepada Pendampmg Cena yang berhenti.

i.
i
1

Pasal 23

\

»

( 1} Pengisian kekosoﬁngan f:enaga Pendamping Ceria akibat pemberhentian

sebagaimana dimﬁéksud dalam Pasal 22, diangkat pengganti antar waktu. '

~(2) Ketentuan pengahgkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksu&

pada ayat (1), dlatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang dltetapkan

dengan keputusan Bupati.

i
1
4

i
?
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; BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PENDAMPING CERIA

‘ . Baggian Kesatu

Pasal 24
Setiap Pendamping Cefria mempunyai hak antara lain:
a. Hak PKC: | |
1. mendapatkan penguatan kapasmas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mendapat perhndungan hukum dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya; dan ' |
4, | mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan pérundang—perundangan yang berlaku. ‘
b. Hak PKKDC: |
1, mendapatkail penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atnbut Pendamping Ceria; |
3. mendapat perlmdungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsmya dan ‘
4, mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan
| peraturan perundang perundangan yang berlaku. |
¢. Hak PD: §
i. mendapatka%n penguatan kapasitas Pendamping Ceria; |
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria; |
3. mendapat perhndungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsmya, dan ‘
4. mendapat héak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan

peraturan p;erundang-perundangan yang berlaku. : ‘

i
H
:

|

Pasal 25

Setiap Pendamping Cena mempunyal kewajiban yang dilaksanakan secara

berjenjang meliputi:
a.  Kewajiban PKC:

1. mematuhi keterfltuah ketentuan peraturan peruundang-undangan,;

2. melaksanakan tfugas' dan fungsi yang telah ditetapkan;

!
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. membuat dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas sebagai;

Pendamping Cerla,

. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas

dan fungsinya sebagal Pendamping Ceria;

. menjaga kehongrnatan dan senantlasa berkeprlbadlan baik dalam

kehldupan di masyarakat

.menjunjung tmggl nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya

E

dan, : - !

.menjaga rahasm yang menurut ketentuan peraturan perundang— _

‘undangan atau menurut penntah harus dirahasiakan.

. Kewajiban PKKDC

1

Kewajiban PD: ; -
N .

2.
3.

. mematuhi ketentuan ketentuan peraturan peruundang-undangan; |
-2,
3.

melaksanakan tugas dan fungsa yang telah ditetapkan; !
menyampaikan Iaporan pelaksanaan tugas PKKDC kepada Kepala Dmas

melalui camat

. menyelenggarakan rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan

pengawasan terhadap PKC di wilayah kerjanya;

.'menyampalkan hasil rnomtonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas PKC di wﬂayah keljanya,

. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja PKC d1 '

wilayah kerj anya dan

. menjaga raha31a yang menurut ketentuan peraturan pemndang—

undangan atau menurut penntah harus dirahasiakan.

i

mematuhi keteﬁtuan peraturan perundang-undangan; ‘ :
melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
menyampalkan. laperan pelaksanaan tugas kepada Bupati mela1u1

Kepala Dinas;

]
i
E

. menyelenggarakan rapat tertentu lintas sektor dalam rangka koordinasi,

pemblnaan dan| penguatan terhadap pencapaian tujuan program,; -
|

.menyampaIkan hasil momtonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas PKKDC dan PKC;

. memberikan keterangan terhadap kmetjanya dan/atau kinerja PKKDC

dan PKC; dan
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7. menjaga raha51a yang menurut ketentuan peraturan perundang-:

undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

. E - Pasal 26 |
(1) Penguatan kapamtas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
huruf b dan hur:uf ¢ angka 1, meliputi;
" a. bimbingan tel{::nis pra tugas; dan _
b. bimbingan teknis lanjutan. o
(2] Ketentuan }eb1h lanjut tentang penguatan kapasitas sebagzumana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang dltetapkan
dengan 1{eputusan Bupati. y

Pasal 27 , : |

i
.{1) Atribut Pendampin§g Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
huruf b dan huruf c angka 2, antara lain:
a. Lencana atau pin'
b. Papan nama; dan
c. Baju seragam. | o
(2) Ketentuan lebih lahjut mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat |
(1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan

E

Bupati.

. BAB IX
PENDAMPINGAN RA-PBRT DAN PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Pendampingan RA-PBRT

E Pasal 28 | ;

Pendampmgan RA- PBRT merupa_kan bentuk fasilitasi teknis dar‘l

pengadmmlstraman untuk membantu RTS merencanakan masa depannya

secara mandiri dengan tujuan:

a. mernbenkan edukasa kepada Masyarakat dan/atau RTS tentang
pengelolaan keuangan khususnya mengetahui kapasitas harta dan
hutang yang dnmhkl ' :

b. membenkan eduka31 RTS mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran

keluarga dengan tepat jelas dan terukur;

5
;
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:
t

Meningkatkan peﬁgetahuan_ dan kesadaran RTS untuk mengatur prioritas
keuangan keluarga, | | ‘
menmgkatkan pemahaman RTS dalam menentukan fujuan penggunaan

keuangan secara penochk ' {

membantu RTS dalam perencanaan keuangan keluarga untuk
memprotek31 dam meningkatkan kesejahteraan keluarga; '

membantu Pemenntah Daerah dalam membuat prioritas keg:atan dan
anggaran untuk: penmgkatan kesejahteraan RTS pada khususnya dan"

]

penanggulangan }{f:nuskman Daerah pada umumnya. ' |

-
o Pasal 29

Fung31 pendampmgan RA—PBRT
1.

i

bag1 RTS: ;

mengatur pendapatan dan prioritas pengeluaran keluarga; !
membantu mengatur alekasi pendapatan dan pengeluaran keluarga, |
mengawasi pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan terukur, _ f

merencanakan tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang;-

I
1

o a0 o

"menjadikan hldup keluarga lebih tenang dan bahagia.
bagl Pemerintah Desa dan Kecamatan:
‘a. membantu penggahan gagasan berbasis Keluarga dalam perencanaan
Desa; ' | -
b. menguatkari proses partisipasi kelompok perempuan dalam
| perencanaan pembangunan Desa; - |
¢. membantu Pemermtah Desa dalam menentukan prioritas program
kegiatan pemngkatan kesejahteraan Masyarakat atau RTS dalam
rencana anggran pendapatan dan belanja Desa;
d. mendorong mewujudkan rumah tangga memajukan Desa, Desa

' mensejahterakan rumah tangga. ' | ‘

3. - bagl Pemerintah Daerah

‘a. sebagai baglan dari proses analisis informasi dan data dalam

menentukan program kegiatan selanjutnya;
b. membantu .OPD dalam menilai pencapa.lan tujuan dan manfaat

' program keglatan yang sudah berjalan atau diserahkan pada

masyarakat
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¢c. membantu pgerencanaan program kegiatan jangka pendek dan jangka
menengah Daerah yang berorientasi pada penmgkatan kesejahteraan _

‘dan pemberdayaan masyarakat Desa atau RTS.
i Bagian Kedua
Pendafmpingan Pemanfaatan Bantuan Program :
| i Pasal 30 !
(1) Pendamping CERIA wajib memperhatikan setiap bantuan program yang
_ dltenma oleh RTS dan memasukkannya dalam RA-PBRT. '
(2) RA-PBRT dlsusun dan ditandatangani oleh kepala rumah tangga men_]ad1 |
dasar Pendampmg Ceria melakukan pendampingan pemanfaatan bantuan

H
i

- program. s g |

Pasal 31
Ketentuan mengenai mekamsme pendampingan RA-PBRT dan pendampmgan
pemanfaatan bantuan Program diatur lebih lanjut melalui petunjuk tek:ms

'yang ditetapkan deng{m keputusan Bupati.

| | BAB X
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

x Umum

_ Pasal 32
Pembinaan, evaluasi da_n pelaporan dalam program PKDC dimaksudkan untuk;

1. membantu para i)elaku dan pendamping PKDC mengetahui kemajuan daﬁ
perkembangan yang telah dicapai; }

2. membantu para pelaku dan pendamping PKDC untuk mengambil
tindakan pencegahan dan perbaikan guna mencapai tujuan program|,
serta memberikian edukasi kepada semua stakehoder dari setiaf)

. pengamatan dang pengalaman yang didapatkan,
!
: Bagian Kedua

Mekamsme Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 33
{1) Pembinaan, evaiuasi dan pelaporan program PKDC dilakukan secara
‘berjenjang. R
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.
.f

(2) Pembmaan, eva.lua31 dan pelaporan program PKDC dapat menggunakanj

metode part151pat1f dan atau konvensional. |
|

* | Pasal 34 ,
b | i

Ketentuan rm;:ngen::u'5 pembinaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang .

_ dltetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB X1
I(OOéDINASI DAN HUBUNGAN ANTAR PIHAK

Bagian Kesatu

Koordinasi
| Pasal 35 B

(1) - Koordinasi penge;lolaan Program PKDC dilakukan antara para pelaku ataﬁ |
para pelaku denéan pihak lain. ‘

{2) Koordin_asi' sebaiigajmana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kewenangan, rusing lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasil,

unit kerja dan peilaku pelaksanaan program PKDC.
i Pasal 36 |

Pelaksanaan koord1nas1 antar pelaku dan pihak lain dalam program PKDC

bertujuan untuk: ?

a. menciptakan dan memelihara efektivitas pelaksanaan PKDC melalu‘l
sinkronisasi, penyera81an, kebersamaan dan kesinambungan .antar
berbagai lembage;. {lintas sektor) di Daerah; ‘

b. mencegah konﬂik dan menciptakan efisiensi kegiatan PKDC melalui

kolaborasi program keglatan lintas sektor; dan

¢. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling respon31f-ant1$1pat1f

dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan PKDCL

5 BAB XII
!
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

g rMD ukum "
! Vi

A4
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“a. DPMD;

- kepada Bupati.

Pendanaan 'dalarn rangka penyelenggaraan program PKDC dapat bcrsumbe‘i'

 dari:

a.
b.

C.

Pasal 37 | _ ‘[

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program.

-PKDC dilakukan éecara bérjenjang oleh perangkat daerah terkait.

!‘

perangkat daerah terkalt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdm dan

-
b. Inspektorat,f
c. Camat; E _

d. Perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

" Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dlmaksud

pada ayat {1) perangkat daerah terkait melaporkan hasilnya secara tertulis

PR A - BAB XIII
’ ~ PENDANAAN | |
l.

Pasal 38

| anggaran pendaﬁatan dan belanja Daerah;

anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan !
|
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang—undangan ' N : S ‘
| :
- . S

| BAB XIV | o
KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 39

" Pada saat Peraturan {Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun

2021 Tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klmlk

desa Ceria dan Pendampmg Daerah (berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utam
Tahun 2021 Nomor 473) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundahgkan.
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Agar setiap orang mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturani

Bupati ini dengan penfempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara. ' f

e
H

Ditetapkan di Kwandang
ada tanggal ../¢ Jul 2022
ﬁUPATI GORONTALO UTARA,

i . :
t : | .
: o
N 1

THARIQ MODANGGU

Diundangkan ch Kwandang
Pada tanggal .1§ Jull 2022 |
1 KABUPATEN GORONTALO UTARA,

‘ !
. I
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